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ABSTRACT

Magqdsid Al-Shari’ah as part ofUstl Al-figh, is an inseparable tool of a personMujtahidin
interaction with reality. There are pros and cons in Tax as an issue in Islamic economics as a
product of ijtihad, Imdm Al-Haramayn discusses this comprehensively, because he differentiates
betweenAl-Nas (Text), Tafsir Al-Nas, andTatbiq Al-nas (text application). The concept is outlined
in detail in the discussion of Tax in the bookGhiyati Al-umam Fi Iltiyath Al-zulam. This research
aims to determine the concept of taxation contained in the book Ghiydthi al-Umam, which is an
example of applicationMaqdsid al-Syari'ah according to Imam al-Juwaynf. This research uses a
qualitative approach, namely Library Research;Library Research. This research is based on the
literature of Imdm Al-haramayn and his thoughts. This research uses Usiil Al-figh analysis and
the derivation of its implementation, including Maqdsid al-Syari'ah and Qawdid Fiqhiyah. Then
as a comparison include Muqdranah al-Aqwdl Bayna al-Ulama al-Mu'tabarin. The results of this
research emphasize the need for a more basic understanding in understanding the context that
develops within the Islamic Ummah,Maqdsid Al-Shari’ah as a bridge between text and reality, it
was used by Imdm Al-haramayn, a pioneer of scienceMaqdsid Al-Shari’ah. The concept of non-
ideality within the Muslim community, especially in the context of the state, requires scholars to
look for the most ideal ideas in understanding current developments without losing their solid
footing. Taxes in their application as state income whose legitimacy is recognized by Islamic
Sharia have pros and cons, these cons depart from the consensus regarding the respectability of
wealth. In this case, Imdm Al-haramayn proposed a pattern that is application-basedMaqdsid Al-
Shari’ah as a response to the tax polemic.
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ABSTRAK

Magqdsid Al-shari’ah sebagai bagian Ustil Al-figh, merupakan alat tak terpisahkan dari
seorang Mujtahid dalam interaksi dengan realitas. Ada pro dan kontra dalam Pajak sebagai
satu isu dalam ekonomi Islam sebagai produk ijtihad, Imam Al-haramayn membahas hal ini
secara komprehensif, karena beliau membedakan antara Al-Nas (Teks), Tafsir Al-Nas, dan
Tatbiq Al-nas (penerapan teks). Konsep dituangkan secara detail dalam pembahasan Pajak di
kitab Ghiydti Al-umam Fi lltiyath Al-zulam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep
perpajakan yang terdapat dalam kitab Ghiyathi al-Umam, yang merupakan contoh penerapan
Magqdsid al-Syari'ah menurut Imdm al-Juwayni. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yaitu Riset Kepustakaan; Library Research. Penelitian ini didasarkan pada literatur
Imam Al-haramayn dan pemikirannya. Penelitian ini menggunakan analisis Usil Al-figh dan
derivasi implementasinya, termasuk Maqasid al-Syari'ah dan Qawaid Fighiyah. Kemudian
sebagai pembanding memasukkan Mugaranah al-Aqwal Bayna al-Ulama al-Mu'tabarin. Hasil
Penelitian ini menekankan perlu pemahaman yang lebih mendasar dalam memahami konteks
yang berkembang dalam tubuh Umat Islam, Maqdsid Al-shari’ah sebagai jembatan antara teks
dan realitas dipergunakan oleh Imam Al-haramayn pelopor ilmu Magqdsid Al-shari’ah. Konsep
Ketidakidealan dalam tubuh umat Islam khususnya dalam konteks bernegara mengharuskan
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para ulama mencari ide yang paling ideal dalam memahami perkembangan zaman tanpa
kehilangan pijakan yang kokoh. Pajak dalam penerapannya sebagai pemasukan negara yang
legitimasinya diakui oleh Syari’at Islam mendapat pro dan kontra, kontra ini berangkat
konsensus tentang terhormatnya harta. Dalam hal Imam Al-haramayn mengajukan sebuah
pola yang berbasis penerapan Magqdsid Al-shari’ah sebagai jawaban atas polemik pajak.

Kata Kunci: Maqdsid al-Shari’ah, al-Qat’i, al-Zani, al-Tawzif, al-Khardj.

PENDAHULUAN

Memastikan sebuah fenomena dan konteks dalam kendali Shari’‘ah adalah hal
yang sangat sulit karena keterbatasan al-Nas al-Shdr’i, atas dasar urgensitas ini lantas
lahirlah konsep ijtihdd, konsep penggalian dari dalam al-Qurdn dan al-Sunnah. Salah
satu komponen ijtihdd menurut al-Juwayni (2011, hal. 108), dan Imdm al-Shatibf yang
dinukil al-Ristinf (2014), adalah memahami Magqdsid al-Shari’ah, studi Maqdsid al-
Shari’ah harus menjadi sebuah usaha yang ditempuh karena pemahaman tekstual
memberi kesan penghalang untuk kontekstualisasi ma’nd, sehingga mendapat kritik
tajam dari internal Islam sendiri, hal ini biasa ditujukan kepada produk ijtihdd al-
Zdhiri. Hal ini pula mendapat tantangan karena sehingga seolah studi tentang
Maslahah atau Maqdsid al-Shari’ah adalah pelarian daripada ketundukan terhadap
teks (al-Qurdn dan al-Sunnah), padahal pemahaman berdasar Maqdsid al-Shari’ah
adalah tekstualis namun dengan sudut pandang yang lebih komprehensif, karena ada
pembahasan tentang hal yang tersirat atau ma’nawi dan tambahan interaksi dengan
realitas (al-Mintdr, 2013).

Peninggalan keilmuan salaf biasa disebut Turdth, Turdth adalah peninggalan
yang berupa kreasi Umat Islam dari setiap zaman, hal ini memberi kesan Turdth pun
bisa dibuat siapa saja, yang dikehendaki adalah peninggalan pendahulu yang berupa
karya ilmiah kepada generasi masa kini, karena Turdth sendiri diambil dari lafadz
Waratha (£_3), yang bermakna warisan (Muhammad, 1996), Turdth Islimi adalah
khazanah Umat Islam hasil elaborasi dan interaksi dengan dua wahyu yang berupa
al-Qurdn dan al-Sunnah, sehingga melepaskan diri dari Turdth Isldmi seperti melepas
dari silsilah keilmuan yang terangkai dari masa Risdlah sampai hari ini, karena wahyu
yang lintas zaman dan [jtihdd para ulama berubah karena relevansinya. Relevansi
karya para ulama yang kita nikmati saat ini adalah kekayaan kita sebagai Umat Islam,
karena menunjukkan betapa ilmiahnya peradaban Islam, dibangun diatas landasan
wahyu, sehingga studi Turdth dalam kedudukannya sama juga dengan studi tentang
agama itu sendiri (Muhammad, 2012).

Kitab Ghiyath al-Umam sejatinya adalah kitab yang membahas Imdmah,
walau penuh dengan pembahasan tentang Masd’il al-ljtihdd, dalam hal isu politik
ekonomi porsinya sedikit (al-Dayb, 2011). Hal ini tidak mengurangi kualitas
pembahasan tema tentang hubungan antara Magqdsid al-Shari’‘ah dan ekonomi, ini
menjadi pembuka untuk studi Maqdsid Ekonomi Islam yang berkelanjutan, karena
dalam akhir Mugadimah Tahqiq al-Ghiydthi, al-Dayb mengingatkan bahwa pemikiran
al-Juwaynfbelum mendapatkan hak yang selayaknya karena jumlah karya tulis ilmiah
mengenai beliau dan pemikiran beliau masih terbatas, sehingga penulis kitab
Waragqdt ini sudah selayaknya dengan kedudukan yang menjadi pelopor dan pemisah
antara generasi salaf dan generasi khalaf mendapatkan perhatian lebih. al-Dayb
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mengatakan banyak ulama setelah beliau itu mengutip atau menyampaikan sebuah
pendapat, rasa pemikiran Imam al-juwaynf didalamnya begitu kentara (2011).

Isu pajak dalam studi Islam masuk dalam kebijakan Imdm atau khalifah dan
semisalnya sehingga masuk dalam pembahasan Kitab al-Imdmah (Zayddn, 2003). isu
pajak dalam sebagian besar kajian studi Islam dimasukkan kepada pembanding zakat,
hal ini karena konteks kenegaraan dalam ranah Islam mempunyai pungutan resmi
yaitu zakat (al-Qardawi, 1973). Sedang kewajiban lain selain zakat lebih kepada
bersifat Tatawu’, yang berupa anjuran, atau kewajiban bukan kaitannya dengan
hubungan kemasyarakatan dan sosial seperti nafaqah, sebagian studi yang lain
memasukkan pajak dalam ranah al-Maks; pungutan ilegal atau tidak punya sandaran
dalil (Shabir, 1996). Karena pajak dalam studi klasik mempunyai makna tersebut,
menyebabkan pajak dalam artian modern mempunyai nilai negatif bagi sebagian
umat Islam (al-Thamdli, 2004).

Realitas ini harus mendapat jawaban yang komprehensif dengan konteks
umat saat ini sudah berubah. al-Juwaynf sebagai salah satu ulama yang memiliki
pengaruh besar, menawarkan konsep pajak dengan nalar yang rinci yang berbasis
Magqasid al-Shari’ah dalam Kitab Ghiydthu Al-umam. al-Juwayni berbicara tentang
pentingnya memahami konteks realitas (Figh al-Waqi’) dan future based legal
adjusmet (Figh al-Tawaqu’) (al-Zanki, 2016), yang mengkritisi idealisme konteks yang
selalu dibawa oleh sebagian ulama seperti al-Mawardf (Hirz-Allah, 2009). Membaca
karya al-Juwaynf memberikan gambaran tentang ilmu politik ekonomi zaman salaf.
Kondisi politik era beliau yang berdekatan dengan keruntuhan Baghdad (al-Zuhaylj,
1992), menjadikan pembelajaran yang berharga untuk mempelajari sejarah
Peradaban Ekonomi Islam sebagai bekal umat untuk masa depan.

Berdasarkan permasalahan di atas, nampak jelas bahwa bentuk pajak
menurut al-Juwayni dalam kitab Ghiydthi al-Umam dan penerapan Magqdsid al-
Shari’ah Menurut al-Juwayni pada kebijakan pajak yang tercantum dalam kitab
Ghiydthi al-Umam. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui penjelasan
konsep Magqdsid al-Shari’ah menurut al-Juwayni dan penerapan Maqdsid al-Shari’ah
menurut al-Juwaynf terhadap pendapat beliau tentang pajak yang tercantum dalam
kitab Ghiydth al-Umam.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa Kitab terbaik
tentang pengenalan pemikiran Al-Juwaynf khususnya dalam bidang Figh, Ditulis Oleh
‘Abdu al-‘Azim al-Dayb sebagai disertasi di Universitas Kairo Mesir, disini beliau
menggunakan Ustiil Al-figh Approach, karena bab-babnya ditulis menurut urutan Ustil
Al-figh, dari segi kekhususan pembahasan teori ekonomi beliau melihatnya dari
kacamata seorang Fdgih yang sangat fokus pada penalaran Furu’ Fighiyah dan
cenderung seperti kitab Tahkriju Al-furu’ ‘Ala Al-usiil, pemaparan beliau yang sangat
mengenal sekali Al-Juwayni menjadi buku ini sebagai pijakan awal yang tidak bisa
tidak untuk memulai menulis tentang Al-Juwayni.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
pendekatan holistik yang melibatkan penemuan, kualitatif juga dijelaskan sebagai
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model yang sedang berlangsung dan terjadi secara alami. Keterlibatan yang
mendalam pada pengalaman yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif
memungkinkan peneliti untuk mengembangkan hasil yang sangat terperinci
(Creswell, 1994 dalam Williams, 2007).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Desain
penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di
masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke
permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang
kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Ekonomi al-Juwayni, melalui
karya beliau langsung Ghiydth al-Umdm Fi Iltiyath al-Zulam dan al-Burhan fi Usil al-
Figh, kemudian karya al-Ghazdlf dan juga para ulama yang menukil dan terpengaruh
oleh beliau. Studi keilmuan Al-Juwayni sangat luas ini dilihat dari banyak studi khusus
tentang sisi-sisi keilmuan beliau yang banyak, terutama masalah ilmu Usil al-Figh,
Figh dan al-Kaldm, karena Figh sebagian besar bersifat deduktif. Mengikuti induknya
dipilih penelitian kualitatif yang bersifat pemahaman tentang realitas, dan juga ada
interaksi manusia serta sosio-historisnya. Kajian Islam juga melihat kepada otoritas
keilmuan , dan otoritas keilmuan Al-Juwayni yang tak diragukan menjadi pilihan
untuk dikaji karena ada sisi Siydsah Iqtisddiyah yang didalam teori pajak Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Menurut al-Juwayni di kitab al-Ghiyathi

Pajak Menurut al-Juwayni di kitab al-Ghiyathf masuk pada bab tugas
pemimpin dalam kaitannya dengan tegaknya agama (pY/) alSal (e 3Y 5l 5 4L Ll L),
Agama akan tegak dengan tegak urusan dunia, sehingga membutuhkan tatanan
sempurna dengan diangkatnya seorang pemimpin yang mengatur umat, pengaturan
umat sudah pasti membutuhkan biaya. Hal ini memberi isyarat, pajak bukan urusan
personal tetapi menyangkut hal yang paling besar yaitu agama itu sendiri. Bahkan
mengatakan pembahasan tentang pajak adalah hal paling penting, beliau membuka
pembahasan pajak tidak dalam koridor figh partikelir, pembahasannya mencapai 137
halaman (2011, hal. 263-400). Panjang lebar al-Juwayni menyusun banyak hipotesa,
salah satunya tentang perbedaan konteks sosial politik yang menjadi dasar kritikan
beliau terhadap ulama berpendapat pajak tidak boleh dipungut.

Ketika wilayah cakupan Islam sudah luas dan segi kehidupan menjadi
bermacam-macam yang membutuhkan banyak sekali biaya, maka teori terdahulu
yang menyatakan kewajiban harta hanya ada Zakah, Jizyah, Khardj, dan ‘Usyr
menurut beliau tidak bisa diterima. Keadaan sosial politik umat sudah berubah,
sistem bernegara sudah berbeda dari zaman sebelumnya, dengan militer yang selalu
siaga bukan lagi sebagian umat yang berjihad sebagai bagian dari Fard al-Kifayah
melakukan kewajiban jihad dengan fisik (2011, hal. 380)

&l 35l sle ) 50l W 588 o 5A1 () (058 (e o s Jalaad § 58 Y R 135
“kita sepakat untuk tidak mengesampingkan sedikit pun dari Fard al-Kifdyah, salah
satu yang harus menjadi fokus kesiagaan untuk berperang”. Memfungsikan militer dan
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kekuatan lainnya untuk menjaga agama adalah tugas bersama semua umat, akan
tetapi jika semua ikut berperang maka timbul kekacauan dalam sistem
kemasyarakatan, sebagai jalan tengah adalah adanya sistem pengganti yang
pembiayaannya yang ditanggung negara, yang kemudian beban tersebut bisa
dibagikan kepada seluruh penduduk yang layak untuk diberi tanggung jawab biaya
tersebut apabila negara tidak mampu menutupi.
Sebelumnya beliau berkata ( 2011, hal. 377)
Elalallp (JIsa) e Lo Al el 4 Cita 13 4 A0 LI 5 e 3 ALY 4psi L 3R ua‘)ﬂl.ﬂ
JE Ja ) #lia (JEELY) 8 JIsal Jsiad }w\mjxummmﬁju”sg\us‘dﬂm HR
DAY 500 agbliina s
“tujuan disini adalah al-Siydsah al-Shar’iyah yang didalamnya mencakup al-Siyasah al-
Diniyah, apabila penguasa mengalami kekosongan anggaran, sedang kebutuhan sudah
mendesak. Lalu apa uang har\us dikerjakan dan bagaimana isunya?. Apabila seorang
Imdm mengharap pemasukan yang tak pasti dimasa yang akan datang, maka
pertahanan akan terbengkalai, dan berakibat pada hal yang paling buruk”. Ketika
negara dalam darurat atau semisalnya, dan pemerintah tanpa anggaran, maka
kebijakan pemimpin adalah sandaran utama dalam menghasilkan biaya pertahanan.
Selain fungsi yang jihad, ada keadilan distribusi dan Maslahah ‘Amah. Hal ini
menjadikan satu kesatuan dalam pendapat beliau tentang pajak sebagai bagian dari
Fard al-Kifayah, yang ke semuanya adalah tugas seorang Imdm untuk mengatur
dengan cara terbaik.
Mengacu pada apa yang disampaikan oleh al-‘Awadi (1999),al-Thamali
(2004) dan al-Zabddni (2011) pajak dalam Istilah al-Juwayni memakai istilah al-
Tawdzif (b sY). al-Juwayni mengambil jalan berbeda dengan pendahulunya dengan
tidak mengedepankan penukilan dalam ijtihad. aI]uwaym berkata (2011 hal. 380)
16 2l 5 A0S 4 Jads L J)5aN) cdiliad 0 Ge 22 Y) uxsdew\ & 4 bald 5581 g3l
Al e i sleall Aa),
“saya berpendapat secara tegas, seorang Imdm membebankan kepada orang
berkecukupan dari kelebihan hartanya, sampai kebutuhan dan kecukupan terpenuhi,
karena memenuhi panggilan jihad adalah wajib bagi setiap hamba”
Teknis pelaksanaan pajak al-Juwayni menyerahkan kepada Imam untuk
berbuat yang terbaik, beliau berkata (2011 hal. 387)
Gl (JUall b Uniay 1 50aa [Gail] 8553 Lag gl 2K llb b sy il ‘«JL@_U«JL; (150 Jpealdl il
I35 Cashaiag 3 OEEY1 A e 3 a5l e 5 (JESU G 4y Ui
“detail teknis tidak akan selesai dibahas, karena itu hal-hal yang bersifat teknis yang
saya sebut tidak menjadi batasan pasti dalam pendapat ini, saya datangkan untuk
menyebutkan contoh konteks, oleh karena itu teknis dilaksanakan Imdm dengan selalu
meminta pertolongan dari Allah dalam menghadapi masalah”.

Magasid Pajak Menurut al-Juwayni
Al-Risint (1999, hal. 978) berkata :“al-Ghiyathi kitab yang memeperlihatkan
praktek Magqdsid al-Siyasah”, al-Juwayni berkata (2011,hal. 384)
il o 1354 4 a\)u\}b\)\hmusmwbciﬂ\ ,L;‘X\duhu&).‘;\‘yj‘tm\‘ﬁ@ﬁj
e dl - ilaiadll Claal 5 ane slalall 4y pal L aa 8 Y ) sl w6 3
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“Saya tidak berbuat bid’ah, atau saya membuat hal baru. Disini saya melihat kepada
bagaiamana syariat dibuat, memperhatikan makna yang sesuai berdasar pada
identifikasi yang jelas sebagai dasar hukum. Seperti itulah keharusan dalam interaksi
dengan konteks-konteks baru yang ulama dan para Sahabah Rasulullah belum
memberi jawaban”.

Kalimat g <l g sdan —uli s, sebagai bukti dari perkataan al-Risiini, karena
dua kata tersebut merupakan istilah dalam pembahasan Maqasid. al-Juwayni dalam
al-Burhan membagi Magqdsid menjadi tiga tingkatan; Dartiriyah, Hdjiyah dan
Tahsiniyah. Beliau memasukkan pajak pada tingkat pertama sebagai bentuk bagian
dari penjagaan Magqdsid al-Khamsah, karena penjagaan ini menyangkut hal paling
mendasar berupa tegaknya agama yang meliputi lima pokok Maqdsid yaitu al-Din, al-
Nafs, al-‘Aql, al-Nasl dan al-Md (al-Ris(ini A., 1999). Beliau memulai dengan urutan
memasukkan pajak kepada al-Maslahah al-Mursalah yang merupakan bagian dari
implementasi Maqdsid (al-Zuhayli, 2006), ("Atiyah, 2001) (al-Dayb 1988)

Tugas penjagaan ini diserahkan kepada lembaga resmi shar’iah yaitu Imdm
atau pemerintah sebagai objek hukum yang mempunyai tugas utama menjaga
Magqasid, dan diberikan wewenang lebih dalam banyak hal tentang persoalan hukum,
yang tidak bisa dijalankan atau diputuskan begitu saja oleh personal. Kewenangan
ini dinamakan al-Juwayni sebagai al-lydlah al-Kubrd, dalam bahasa yang umum
disebut Siydsah Shar’iyah, didukung pula oleh al-Mishri,( 2006), Zayddn ( 2003), oleh
karena itu beliau tidak memasukkan pajak dalam perdebatan furu’, karena secara
eksplisit pajak seolah melanggar dalil parsial. Beliau memasukkan ini ke dalam pola
pemikiran Magqdsid tentang dikotomi (Thuna’iyah) Kulf dengan Juz’i dan Qat’f dengan
Zanni. Pola ini dibahas dalam oleh para ulama modern sebagai Figh Maqdsidi (Oni
Syahroni, Adiwarman Karim, 2016) atau Fikr Maqdsidi (Hamitu, 2013), (Bin-Bayyah,
2012). Dikotomi Kulf dan Juz’f sebagai jawaban atas kekosongan dalil parsial dari
pajak secara khusus, sedang dikotomi Qat’i dan Zanni untuk penguat Kullf dan Juz’i,
dan juga sebagai jawaban bagi yang mengajukan dalil parsial untuk yang menolak
pendapat beliau tentang pajak. Selain itu pula Figh al-Wagqi’ atau pemahaman dan
penyesuaian terhadap suatu konteks seperti bangunan teori pajak beliau yang
berdasar pada kondisi tidak ideal umat.

B. Qawad’id Fighiyah Penetapan Pajak

Banyak Qawd’id Fighiyah yang terkandung di kitab al-Ghiydthi yang
memperkaya pendapat yang mendukung penerapan pajak. Seperti kita pahami
Qawd’id Fighiyah dibangun diatas konsep al-Aghlabiyah, yang banyak memasukkan
Furtd’ Fighiyah yang banyak dengan tingkat kemiripan yang berbeda-beda namun bisa
dimasukkan dalam satu kaidah, dan pada saat yang bersamaan ada pengecualian.
Penyebutan secara tersirat Qawd’id Fighiyah di kitab al-Ghiydthi adalah sebagai cara
Al-Juwayni untuk memahamkan, didatangkan untuk membantu dan sebagai landasan
berpikir.

Dalam membangun Figh tentang keuangan publik khususnya pajak, al-
Juwayni di kitab al-Ghiydthi menyisipkan banyak sekali kaidah-kaidah yang menjadi
dasar yang dipakai seorang pemimpin dalam menjalankan tugas sebagaimana tujuan
dari penulisan kitab ini, dan melalui penelusuran, penetapan pajak dapat dilakukan
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oleh seorang Imdm dengan memperhatikan kaidah-kaidah dibawah, menjadi
perhatian pula kaidah-kaidah fikih mempunyai syarat dan ketentuan dalam
penggunaannya, oleh karena itu penggunaannya sebagai pendukung dan penguat
saja. al-Juwaynf sudah mewanti-wanti bahwa masalah pajak ini adalah ketentuan
yang belum ada pembahasan oleh ulama sebelumnya, yakni pajak dalam definisi al-
Juwayni.

Kaidah-kaidah ini bukan sebagai pijakan utama, namun sebagai pelengkap
dan pembantu dalam memahami pemikiran pajak al-Juwayni, kaidah-kaidah
terkadang menggunakan kalimat sama, atau menggunakan lafadz yang berbeda tapi
kandungannya sama.

1. Lal’lls g pall A jia J i ddlall Aalsd)

al-Juwaynf berkata (2011, hal. 531) :

Ol 60l Gl iy 2 A AT 58 ) (535 Ly 3 A g 5D O gl W G ol e (305
A1 8 108 545 Lo Gl L5 b Gl 5555l () )5 (3008 B b () G AT 3 3 6
“Kita harus berkesimpulan Syari’at tidak datang dengan tujuan menghancurkan
kehidupan dunia, yang berakibat kehancuran agama itu sendiri, apabila kita syaratkan
pada setiap orang untuk sampai pada level Dhoruroh dalam beberapa keadaan, tentu
hal tersebut menyebabkan kerusakan pada seluruh perkara-perkara besar”.

Ketika suatu perkara mengharuskan setiap individu sampai pada level
darurat yang semuanya sepakat dalam hal penetapan pajak misalnya, penetapan
hukum pada level ini justru berbahaya akan menimbulkan kerusakan yang
mengancam keseluruhan. Jadi dalam level suatu negara ketika terjadi sesuatu yang
mendesak walaupun itu hanya menimpa sebagian tapi semuanya harus bersama-
sama menanggungnya. (al-Kayldni A. A., 2019)

2. Dl e Ll all 5 ol Labis) 1),

al-Juwaynf berkata (2011, hal. 531):

Gaal a3 i e Gl 138 (2230 L 3000 5 ghal) Wl g AL Y A8 V5l z0a Y L G el

AU Y gile ] 2535 A 4 silma oo 5 e ol
“Sesungguhnya perkara yang terbatas adalah sesuatu yang haram, apabila muncul bias
terhadap penduduk suatu zaman pada hal-hal yang haram, sedang perkara haram
terbatas, maka tidak menjadi haram bagi mereka perkara yang tak terbatas (perkara
halal)”

Kaidah Ini bermakna apabila halal dan haram bercampur maka yang menang
adalah halal, karena sesuatu yang haram terbatas dan yang halal tak terbatas, beliau
mengatakan hal ini dalam konteks zaman beliau, jika kita melihat konteks saat ini
tentu lebih kompleks. Hal ini berdasar halal adalah hukum dasar dari banyak perkara.

3. ddLY s Y; “tidak ada kewajiban tanpa dalil”

al-Juwaynf tegas menyatakan pengambilan harta tanpa sandaran ilmiyah yang
kuat dapat berakibat kekacauan dan hilangnya kepercayaan umat atau publik dalam
konteks sekarang, keharusan membangun pola yang kredibel untuk pajak adalah
keharusan. Dalam hal ini beliau berkata (2011, hal. 377) :
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D B 50 o 505 () Y il i o (e 0k o i a1 5 30 8 B

” ’ BEENE

“Membenarkan sebuah pungutan tanpa suatu alasan yang kuat, dapat berakibat
kekacauan yang berimplikasi keluar dari rel agama dalam perkataan dan perbuatan.”

Magqasid al-Khamsah
=

al-Iyalah al-Kubra / al-Siyasah al-Shariyah

q
Nashbu al-Imamah
L
Bait al-Mal
Ideal Tidak Ideal
l_l— [ L ]
Muslim Kafir Muslim Kafir
I- Zakat |— Fa'i Zakat — Jizyah
- Ghanimah Tawzif / Pajak |— Kharaj
- Kharaj N 'Ushur
- Jizyah | Tawzif / Pajak
- 'Ushur

Gambar 1. Skema Konsep Pajak Menurut Al-Juwayni

a. Penalaran Figh Tentang Pajak

Dalam nalar Figh, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan, Ada 2
kelompok besar yang berbeda pendapat, pro dan kontra adalah hal yang harus di
terima sebagian ulama dalam hal ini mengatakan, menyandingkan kata pajak dengan
[slam seperti sebuah kemustahilan, namun hal ini perlu diuji menurut al-‘Awadi
(1995 ,1999) dan Qahf (2000). Ulama menyandingkan harta dengan ruh,
konsekuensinya harta seorang muslim sama terhormatnya dengan nyawanya itu
sendiri, tidak boleh ada seorang pun mengambil harta orang lain kecuali ada landasan
hukumnya. Berikut adalah dalil-dalil dari dua pendapat didalam penerapan pajak.
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b. Dalil yang Mendukung Penerapan Pajak
1. al- Baqarah 177:
iy @JAU AT 3T A Gale G 5l G5 G Rl (5 yuall 8 es*ﬁﬁj 5 o o ol
%5 BJLA” RHE s 3 CobSdls ol 515 uﬁ—wd‘} SRl il o aa e QAT e 5 Gl
Ab M,\ﬁ,sm Sl JJJ,\ Dl G einzally Ll s G puiallsf e 1) 282z ¢ sh Al 5 5= 50
Ol
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan
tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir [yang memerlukan
pertolongan] dan orang-orang yang meminta-minta; dan [memerdekakan] hamba
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar [imannya];
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dalam ayat ini kalimat Ata’ al-Mdl bukan zakat, Abu Dhar al-Ghifdri, Mujahid
dan Tdwus berpendapat dalam harta muslim tidak hanya zakat yang harus
ditunaikan.

2. Surat al-Kahf ayat 94
i 2405 U 02 o e 1508 8 a2 g (T 8 (st 1 salas 2 5 ) ol s 1
“Mereka berkata: "Hai Dzulgarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-
orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan
sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan
mereka?”

(Shabir, 1996) menukil dari al-Qurtubi bahwa dalam ayat ini ada penawaran
terhadap Dzulqarnain untuk mengambil harta mereka sebagai imbalan atas
kesediaannya menjaga keamanan, namun Zulgarnain menolak karena yang
dibutuhkan adalah pasukan.

3. Hadits Fatimah binti Qais )
B3N (s 3w BT QW1 3 )

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain
zakat.” Diriwayatkan oleh al-Tirmidhf no hadits 659 dan 660, al-Ddrimf{ no hadits
1677, al-Bayhaqf no hadits 7242, salah satu Rdwi bernama Abu Hamzah Maimun,
menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah Dd’if al-hadith dan menurut Imam Bukhari dia
tidak cerdas. Tidak disebutkan Asbabul al-Wurud dari keseluruhan
4. Hadits Ali tentang tanggung jawab seorang muslim terhadap sekitarnya.

DL gl sal (3 Cpalusal) bl e (b dll o) el g dgle ) Lo dll Jguy JB 1B e il (pum ) e 0o 5
peting 5 1300 Ul sandas ) 05 VT et 3L gmy Ly W 15 s 5 sl 130 68811 agmy (5 g8 gy 530
"l Glae

Dari ‘Ali RA berkata ” bersabda Rasulullah SAW “ sesungguhya Allah
mewajibkan kepada para Muslim yang kaya di dalam harta mereka kadar yang
mencukupi orang-orang miskin, tidak akan berjihad mereka jika lapar dan telanjang
kecuali dengan apa yang orang kaya penuhi, tidakkah kamu tahu Allah akan menghisab
mereka dengan perhitungan yang sulit, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang
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pedih”. Diriwayatkan al-Mundhirf di kitab al-Targhib wa al-Tarhib juz 1/578 dan Ibnu
Hazm di kitab al-Muhald Juz 6/229.
c. Dalil Penolak Penerapan Pajak
1. Hadits Muslim tentang tobatnya seorang penzina, yang dosa dari Al-Maks sama
dengan dosa zina; )
A 580 & Gl Ll 318055 Cgll M oy ol (s3I 8
“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah
benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik
pajak, niscaya dosanya akan diampuni” (HR Muslim, No: 3208).
2. Hadits Ibnu Mdjah dari Fdtimah Bint Qais
B850 (5 3m 3a Juall 3 ol
“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat”, Ibn Mdjah no hadits 1789.
3. Hadits Ahmad , Abu Dawiid dan al-Hdkim dari ‘Ugbah bin ‘Amir:
oS calia diall Jany Y
“tidak akan masuk surga tukang maks (palak)” Ahmad juz 3/143, Abu Dawud juz
3/133, disahihkan oleh al-Hdkim juz 1/404
4. Kehormatan harta yang setara dengan ruh, tidak boleh diperlakukan semena-
mena. Dalam hal ini al-Juwayni berkata (2011, hal .377):
g DM 0o 55 (STl ) (bl i 2 e s e Abaliad o ) il 3 B S 05
Jadi3 JAY) b
“Membebankan pungutan tanpa ada batasan yang jelas dapat menimbulkan
kekacauan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan pajak tidak dalam ranah figh personal tapi memasukkannya ke dalam
wilayah Imdmah, yang berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat dalam satu
negara yang sah dengan banyak dimensi kehidupan dan kenegaraan. Membuka
kontekstualisasi (Tatbiq) makna dari Nas untuk melintasi zaman supaya tidak
terpaku pada sempitnya ‘Ibdrah al-Lafz, sehingga daya cengkram Nas terhadap
realitas dan konteks benar-benar terasa. Sosial, Politik, dan ekonomi adalah realitas
yang tidak boleh terlepas dari nilai agama, sehingga kita mengenal istilah al-Siydsah
untuk Tatbiq al-Nas, oleh karena itu pajak al-Juwaynf adalah al-Siydsah.

Pajak al-Juwayni adalah tugas dalam ranah al-Siydsah, sehingga ada kualifikasi
/ “4adall b yi”dari terjadinya pajak, mulai Imdm yang berlegitimasi, subjek yang
mampu atau objek yang sah, dan konteks yang berlaku. al-Juwaynf menggunakan kata
al-Tawzif (<2 5V) yang menunjukkan kepada fungsi harta dan sifat kontinyu untuk
membedakan dari teori pajak Islam sebelumnya, tidak menggunakan lafadz al-Khardj
(z'oA) atau al-Daribah (4z =) yang menunjukkan pada makna pembebanan, hal ini
memberikan isyarat terhormatnya pajak dalam pemikiran al-juwayni. Berbeda dari
teori pajak sebelumnya yang berpedoman pada situasi ideal umat, baik internal dan
eksternal, dengan keadaan realitas perang yang harus benar terjadi untuk
pembenaran pajak, tanpa memperhitungkan bahwa perang bukan lagi berlaga dalam
satu medan, dan beliau melihat kontrol isu domestik dan diplomasi berdaulatnya
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sebuah pemerintahan, walau baru tahap potensi sudah harus diberi hukum sebuah
realitas ( 3=\ a2 sill). Dari banyaknya teori Figh sebagai pintu masuk legalitas pajak
tidak saling menafikan bahkan saling mendukung, memperkuat relevansi ijtihad al-
Juwayni dalam pajak.

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan diantaranya setelah menetapkan adanya pajak dalam Islam, harus pula
menerima sebuah konsekuensi dalam penyaluran dan penggunaannya, karena harta
pajak adalah harta rakyat, al-Juwaynf berdalil penetapannya pada level Qat’iyah
Kuliyah dan pajak dalam hal hubungan dengan zakat, bagi seorang muslim yang
utama karena kewajibannya tidak temporer seperti pajak, ia melekat terus dengan
kelangsungan agama ini, sedang pajak adalah sesuatu yang temporer, perhatian
kepada potensi zakat harus mendapat perhatian lebih dari setiap muslim di Indonesia
karena adanya dimensi ‘Ubudiyah.
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